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DAN REFORMASI BIROKRASI,

. babhwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan yang berbasis
kompetensi dan kinerja dipertukan analisis jabatan;

. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat
ini;

bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, dipandang perlu
menetapkan pedoman analisis jabat an dengan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1894 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Le mbaran Negara
Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 5121},

_ Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan




Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara k
Republik Indonesia Nomor 4192);

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

S. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P/2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il periode 2009 — 2014.

6. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :@: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN

Pasal 1

Analisis jabatan merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan
untuk  kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan,
kepegawaian dan pengawasan.

Pasal 2

Pedoman Analisis Jabatan digunakan sebagai panduan bagi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan

analisis jabatan.

Pasal 3

Pedoman Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.




Pasal 4

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
analisis jabatan sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian
jabatan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku maka Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 7 Juli 2011

Menteri Negara
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